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BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 284 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

5. Undang-Undang . . .
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorle-‘ﬂ.a
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Neraga Republik
Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan . . .

1y



s

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tema'?g
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RCPUbhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Neraga Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturarn
Kepala Dearah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17 81);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Urusan Yang Menjadi Kewenangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Nomor 43);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Nomor 53);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Nomor 48);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Nomor 41);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor __ Tahun 2023
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor _);

24. Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 3);

25. Peraturan . . .
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Menetapkan :

25. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021

Nomor 48);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 808.234.793.841,00
2. Pendapatan Transfer Rp 2.243.660.752.897,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 41.478.947.397,00
Jumlah Pendapatan Rp 3.093.374.494.135,00
b. Belanja
1. Belanja Operasi
a) Belanja Pegawai Rp 1.292.199.348.179,00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 830.672.809.590,00
c) Belanja Bunga Rp 0,00
d) Belanja Hibah Rp  98.856.343.523,00
e) Belanja Bantuan Sosial Rp  33.529.285.806,00
Jumlah Belanja Operasi Rp 2.255.257.787.098,00

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah Rp
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp

27.461.149.481,00
53.341.574.194,00
96.104.593.614,00

d) Belanja Modal Modal Jalan, Jaringan, Irigasi Rp 173.293.282.243,00

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp  10.573.426.125,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya Rp  33.306.606.737,00
Jumlah Belanja Modal Rp 394.080.632.394,00
3. Belanja Tidak Terduga Rp 527.046.146,00
4. Belanja Transfer
a) Belanja Bagi Hasil Rp  16.342.386.350,00
b) Belanja Bantuan Keuangan Rp 449.989.291.400,00
Jumlah Belanja Transfer Rp 466.331.677.750,00
Jumlah Belanja Rp 3.116.197.143.388,00
Surplus/Defisit (Rp  22.792.649.253,00)
d. Pembiayaan :
1. Penerimaan Rp 120.792.491.503,00
2. Pengeluaran Rp  27.999.999.565,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 92.792.491.938,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp  69.969.842.685,00
Berkenaan
Pasal 2 . ..



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Agustus 2023
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Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Agustus 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 284



